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BUPATI  JAYAPURA 

PROVINSI PAPUA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  

NOMOR 14 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2009 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2007-2027 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  JAYAPURA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 
2007-2027 berdasarkan hasil evaluasi oleh Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 

perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan; 

  b. bahwa Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai dengan 

kewenangan dalam penyusunan rencana pembangunan 

daerah dengan prinsip satu kesatuan dalam sistem 
perencanaan pembangunan nasional sehingga rencana 

pembangunan tersebut perlu menyesuaikan dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional                   

Tahun 2005-2025; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang  Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Jayapura Tahun 2007-2027; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 

Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2097); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun       

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015   Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86              
Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta 

Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Papua Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang 
Perubahan Sebutan Kecamatan menjadi Distrik, dan 

Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Jayapura Tahun 2003 Nomor 11); 

13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun 2007-2027 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2006 Nomor 15  

Seri E); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Yalimo Nomor 8 Tahun 

2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-
2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Yalimo Tahun 2013 

Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 16 Tahun 
2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-

2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2013 

Nomor 8); 

16. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 

(Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 71 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun 2012022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 
TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

TAHUN 2007-2027 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayapura              
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Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 
2   Seri E) diubah sebagai berikut : 

 

1. Beberapa Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :  

1.  Daerah adalah Kabupaten Jayapura.  

2.  Bupati adalah Bupati Jayapura. 

3.  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4.  Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 

azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

5.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Jayapura.  

6.  Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Jayapura.  

7.  Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam 

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses 
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan 
indeks pembangunan manusia.  

8.  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

Kabupaten Jayapura untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung 
sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.  

9.  Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

(1) RPJPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Papua dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 

(2) Rincian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

(3) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman 
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
memuat visi, misi dan program Bupati terpilih. 

 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 3 

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari : 
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a. BAB I : PENDAHULUAN; 

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH; 

c. BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS; 

d. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH; 

e. BAB V : SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA 
PANJANG DAERAH; dan 

f. BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah             

Kabupaten Jayapura. 

 
Ditetapkan di  Sentani                      

pada tanggal 17 Desember 2018           

BUPATI JAYAPURA, 

ttd 

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si 

 

Diundangkan di Sentani 

pada tanggal 18 Desember 2018                           

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, 
ttd 

Drs. YERRY FERDINAND DIEN 

PEMBINA UTAMA MADYA 

NIP 195901141984101002 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 14 

 

               salinan sesuai dengan aslinya, 
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN 

PERUNDANG-UNDANGAN, 
 

 

 
RISCHARD LATUKOLAN, SH. 

PENATA TK.I 

            NIP. 197208201993041001 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA: 

14/2018 

 


